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The objectives of research are to find out the application of centralization Toll 
Application system (SAC) in Madya (medium) type of KPPBC in Surakarta 
Pabean, to study the factors affecting the Centralization SAC application on the 
attempt of optimizing the toll revenue and value-added tax from the tobacco 
product, and to find out the obstacle the KPPBC encounters in implementing this 
system as well as the measures taken to cope with such obstacle. 
The procedure of research is to analyze the application of Centralization SAC in 
the service flow given to KPPBC. The writers also analyze the realization of toll 
revenue and value-added tax from the tobacco product during 2006-2009 to find 
out its development. 
The result of research shows that the application of Centralization SAC in toll 
service flow and value-added tax of tobacco product is implemented based on the 
standard service established by DJBC. The revenue of toll and value-added tax of 
tobacco product during 2006-2009 always shows improvement and always 
occupies the highest rank compared with other objects. The internal factor highly 
affecting the application of SAC is SAC technical condition. One of obstacle 
encountered in the system application is the less agile officers in operating it. The 
measure taken to cope with such obstacle is to improve the quality of officers by 
conducting socialization and training of SAC use. 
The conclusion of research is that the application of Centralization SAC of 
Medium Type of KPPBC Pabean Surakarta belongs to good category and has 
been implemented consistently. The revenue of value-added of tobacco product 
has no target; it is different from the toll revenue that has been determined for its 
target annually. 
Considering the conclusion of research, the writer recommends that the value-
added tax collection for the tobacco product in the next years should be 
determined for its target so that the revenue can be maximal and easy to find out 
the performance of KPPBC in collecting the value-added tax.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara 
ini adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan 
kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus 
melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini, ketersediaan dana 
yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat 
penting. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah 
dan pembangunan. Dasar hukum pemungutan pajak adalah Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan “Segala pajak untuk kegunaan 
kas negara berdasarkan Undang-Undang”.   
Pajak berfungsi untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan 
oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya (fungsi budgetair). 
Fungsi ini merupakan fungsi yang utama dibandingkan dengan fungsi 
regulerend (fungsi mengatur), yaitu pajak dijadikan sebagai alat kebijakan 
pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam APBN dan 
RAPBN, penerimaan pajak digolongan kepada penerimaan non-migas, yaitu 
terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, 
pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya (Markus Taufan: 
2005). 
Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial 





penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek 
perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke 
waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem 
administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga 
potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan 
menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada    
Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya   
melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta 
anggaran.  
Tugas mulia administrasi kepabeanan dan cukai, termasuk di dalamnya 
administrasi pajak pertambahan nilai hasil tembakau yang diemban oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi pemerintah yang 
secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Instansi ini bertugas 
menghimpun penerimaan dalam dan luar negeri dari sektor kepabeanan dan 
cukai yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 
berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang 
tinggi. 
Sejak bergulirnya program reformasi birokrasi di tubuh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), banyak perubahan yang telah dilakukan baik 
dari sisi organisasi maupun dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua sisi 
ini sangat signifikan perubahannya, karena keduanya berkaitan erat dengan 





hanya dikarenakan DJBC telah memberikan kecepatan dalam pelayanan 
sehingga kepastian akan waktu dan biaya semakin jelas, tapi juga karena 
upaya DJBC dalam melakukan pengawasan kian menunjukan peningkatan 
prestasi. 
Program dan kegiatan reformasi birokrasi diwujudkan dalam 
Penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi memang merupakan 
langkah maju dari DJBC yang mengubah sistem manual dalam pelayanan, 
menjadi sistem online yang dapat diproses saat itu juga 
(http://www.beacukai.go.id/, 2010/04/11, 20.12). Sebelumnya di tahun 1993, 
DJBC sudah menerapkan sistem pelayanan cukai, namun sistem tersebut tidak 
berjalan dengan optimal karena pada sistem tersebut masih bersifat 
desentralisasi atau data pelayanan cukai masih tersebar pada masing-masing 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), sehingga tetap 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pelayanan selanjutnya. 
Penerapan SAC Sentralisasi di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dimulai 
pada tanggal 8 Juli 2009. 
Penulis dalam melakukan penelitian menyadari kompleksitas sistem 
pelayanan cukai yang diselenggarakan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta sehingga penulis membatasi penelitian pada peraturan-peraturan 
yang menjadi pedoman dalam penerapan sistem cukai modern dalam kerangka 
reformasi pelayanan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 





Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-29/BC/2009 tentang 
perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-16/BC/2008 
tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau dan data-data 
mengenai administrasi perpajakan pada lingkungan KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta yang telah dipublikasikan untuk data tahun 2006, 2007, 
2008, dan 2009. 
Objek penelitian terbatas pada penerapan Sistem Aplikasi Cukai 
(SAC) Sentralisasi sebagai praktik reformasi pelayanan cukai, penulis tertarik 
untuk meneliti sejauh mana penerapan SAC Sentralisasi di KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta serta berusaha menelaah pengaruhnya terhadap 
upaya optimalisasi penerimaan cukai dan PPN dari sektor hasil tembakau.  
Penelitian Evaluasi Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi Sebagai 
Upaya Optimalisasi Penerimaan Cukai dan PPN Hasil Tembakau di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta dibatasi dengan kurun waktu penelitian dari tanggal 1 Maret 2010 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2010. 
B. Rumusan Masalah 
Melihat dari beberapa uraian latar belakang di atas, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 






2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAC Sentralisasi 
terhadap upaya optimalisasi penerimaan cukai dan PPN dari sektor hasil 
tembakau? 
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean  
Surakarta dalam pelaksanaan SAC Sentralisasi serta upaya yang dilakukan 
oleh KPPBC untuk menghadapi kendala tersebut? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengukur seberapa jauh penerapan SAC Sentralisasi di KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta. 
2. Menelaah faktor-faktor yang mempengaruh penerapan SAC Sentralisasi 
terhadap upaya optimalisasi penerimaan cukai dan PPN dari sektor hasil 
tembakau. 
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta dalam pelaksanaan SAC Sentralisasi serta upaya yang 
dilakukan oleh KPPBC untuk menghadapi kendala tersebut. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem pelayanan 
modern di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sehingga 
dapat mendorong digulirkannya perbaikan sistem dalam reformasi 





2. Bagi Pihak Lain 
a. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna jasa di 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan   
secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat 
terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.  
3. Bagi Penulis  
Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan 
pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai penerapan SAC Sentralisasi di 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
E. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir 
ini adalah desain kasus. Desain kasus dilakukan karena penerapan SAC 
Sentralisasi menjadi objek utama penelitian sehingga harus membuat 
deskripsi/ analisis/ sintesis yang terbatas pada kasus tersebut untuk 
menjawabnya. 
2. Objek Penelitian 
Ruang lingkup instansi penelitian adalah Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta yang berlokasi di 
jalan Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar telepon (0271) 
719601, Fax. (0271) 713346. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, 





dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah Evaluasi Sistem Aplikasi Cukai 
Sentralisasi Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Cukai dan PPN Hasil 
Tembakau. Penulis menggunakan penerimaan cukai dan PPN HT tahun 
2006, 2007, 2008, dan 2009 untuk mengetahui perkembangan penerimaan. 
Sedangkan untuk mengetahui praktik pelaksanaan SAC Sentralisasi 
penulis melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan sistem 
pelayanan ini. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah:  
a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 
dan gambar. 
b. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
data kualitatif yang diangkakan. 
Sumber data berasal dari: 
a. Data primer 
Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan dan 
analisa langsung di lapangan. Data primer yang diambil meliputi 
penerapan SAC Sentralisasi, target dan realisasi pemerimaan cukai dan 
PPN HT di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
b. Data sekunder 
Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dilakukan dengan mencari 
kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-





ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi 
dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam 
penelitian lapangan.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Data empiris yang diperlukan penyusunan Tugas Akhir diperoleh dengan 
teknik-teknik sebagai berikut:  
a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 
pelaksanaan SAC Sentralisasi di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta. 
b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada 
pihak-pihak yang berkompeten dari pegawai maupun pengguna jasa 
guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas 
Akhir ini. 
c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan administrasi cukai dan perpajakan di KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta. 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah pembahasan deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan secara 
jelas, tepat, dan sistematis suatu situasi atau keadaan. Teknik ini penulis 
gunakan untuk mendeskripsikan hasil dari pengamatan, pemahaman, dan 







A. Pemahaman Tentang Cukai 
1. Definisi Cukai 
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang (UU Nomor 11 tahun 1995 tentang 
Cukai). Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada 
pemakainya (objektif) dan bersifat selektif serta perkuasan pengenaannya 
berbasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, maksudnya barang- 
barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi serta diawasi. 
Pemungutan atas barang kena cukai bertujuan untuk mengendalikan 
konsumsi produk-produk tertentu yang dianggap negatif dan mempunyai 
pengaruh yang buruk terhadap moral, kesehatan, ataupun lingkungan. 
Dasar hukum pengenaan cukai atas Barang Kena Cukai pada saat 
ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.  
2. Tujuan Pengenaan Cukai 
Tujuan pengenaan cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 tentang cukai yaitu: 







b. Untuk membatasi beredarnya barang- barang yang non esensial atau 
atas konsumsi barang mewah; 
c. Untuk menghasilkan penerimaan Negara (Fiscal Oriented); 
d. Untuk membatasi beredarnya barang-barang yang dianggap immoral 
jika dikonsumsi dan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat; dan 
e. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Employment Creation).  
3. Subjek dan Objek Cukai 
 Subjek dan objek cukai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2007 tentang cukai dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Subjek Cukai 
Subjek cukai adalah barang siapa yang melakukan usaha sebagai 
pengusaha pajak (pabrikan), baik dari barang yang diimpor maupun 
diekspor dari barang yang dikenakan pungutan cukai. 
b. Objek Cukai 
Objek cukai hingga saat ini ada tiga, yaitu: Cukai Etil Alkohal (EA) 
atau Ethanol,  Minuman Mengandung Etil Alkohal (MMEA), dan Hasil 
Tembakau (HT). 
4. Cukai Hasil Tembakau 
Cukai HT menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah 
pungutan negara yang dikenakan terhadap Hasil tembakau, yang meliputi 
sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau 







atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sesuai undang-undang tentang 
cukai tersebut, dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut: 
a. Saat pengenaan cukai merupakan saat dimana cukai sudah harus mulai 
dikenakan/BKC mulai terhutang cukai yang mana disesuaikan dengan 
asal dari BKC: (1) untuk BKC yang dibuat di Indonesia, cukai sudah 
terutang pada saat selesai dibuat dan (2) untuk BKC yang diimpor, 
cukai sudah terutang pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.  
b. Cukai HT tidak dipungut terhadap tembakau iris yang dibuat dari 
tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk  
penjualan enceran atau dikemas  untuk penjualan enceran dengan bahan 
pengemas tradisional yang lazim  dipergunakan, apabila dalam 
pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang 
berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam 
pembuatan hasil tembakau  dan/atau pada kemasannya ataupun 
tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang 
sejenis itu. 
c. Cukai HT dibebaskan, jika dikonsumsi oleh penumpang dan awak 
sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean. 
d. Dalam rangka melakukan perhitungan cukai, hal pertama yang perlu 
diketahui adalah mengenai masalah pengenaan tarif. Pengenaan tarif ini 
ditentukan oleh pemerintah berdasarkan batasan produksi pengusaha 







pengalian HJE dengan tarif cukai. Adapun cara perhitungan HJE 
adalah: Seri Pita Cukai x Lembar Cukai x Harga Pita Cukai. 
e. Pelunasan cukai dilaksanakan dengan:  
(1) Pembayaran; yang dapat dilakukan di Bank Devisa/ 
Persepsi, Kantor Pos atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan 
mendapatkan bukti pembayaran atau (2) Pelekatan pita cukai; yang 
harus memenuhi tatacara dan prosedur pemesanan dan pelekatan pita 
cukai.  
Pada dasarnya pelunasan cukai untuk semua BKC dapat 
dilakukan apakah dengan pembayaran maupun dengan pelekatan pita, 
selama masih memungkinkan pengamanan keuangan negara dan 
pengawasan BKC. Untuk saat ini Etil alkohol, MMEA cukainya dapat 
dilunasi dengan pembayaran, sedangkan sebagian MMEA dan Hasil 
Tembakau pelunasannya dilakukan dengan pelekatan pita cukai. 
B. Pemahaman Tentang Perpajakan 
1. Definisi Pajak 
Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo 
(2008), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan 
dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai 







Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau 
pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat 
dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) 
untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. 
Sedangkan menurut Sommerfeld dalam Mardiasmo (2008), pajak 
adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan 
akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa menerima imbalan langsung 
secara proporsional, agar dapat menjalankan tugas pemerintahan. 
Dasar hukum pemungutan pajak adalah Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan “segala pajak untuk 
kegunaan Kas Negara berdasarkan Undang-Undang” (Purwanti: 2008).   
2. Fungsi Pajak 
Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan B. Ilyas (2004), yaitu:  
a. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk   
mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang 
berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara.  
b. Fungsi regulerend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan 
digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 








c. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan 
atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan 
pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan 
dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah 
apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila 
pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak 
bisa melakukan protes (complaint). 
d. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur 
pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. 
3. Sistem Perpajakan 
Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, 
Tax Law dan Tax Administration (Erly Suandy: 2002). Sistem perpajakan 
dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut 
Wirawan B. Ilyas (2004), 4 (empat) sistem pemungutan pajak yakni: 
a. Official Assesment System; yakni sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh 
seseorang.  
b. Semi Self Assessment System; yakni suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk 







c. Self Assessment System, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 
utang pajak.  
d. Witholding System; yakni suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/ memungut 
besarnya pajak yang terutang. 
4. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan  
atas barang konsumsi. PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung, 
maksudnya adalah jenis pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan pada 
orang lain. Sedangkan sifat dari PPN adalah objektif, maksudnya adalah 
pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri 
wajib pajak (Erly Suandy: 2002).  
Salah satu barang konsumsi yang dikenakan pajak adalah hasil 
produksi tembakau. Besarnya PPN yang ditetapkan untuk industri rokok 
dan tembakau tidak sama dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena 
Pajak (JKP) pada umumnya. Keputusan Menteri Keuangan  Nomor 
62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, dan 
Penyetoran PPN HT dan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal 
Pajak Nomor 102/PJ/2002 Tentang Pengenaan PPN atas Penyerahan HT: 
PPN yang dikenakan atas penyerahan HT dihitung dengan menerapkan 







ditetapkan sebesar 8,4%. PPN yang terutang atas penyerahan HT dipungut 
oleh pengusaha pabrik dan disetor ke kas Negara bersamaan dengan saat 
pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai.   
Pihak-pihak yang mendukung sistem perpajakan tembakau adalah: 
a. Penanggung jawab pajak adalah orang yang diharuskan melunasi pajak; 
b. Penanggung pajak adalah orang yang memikul beban pajak; 
c. Pemikul beban pajak adalah adalah orng yang harus memikul beban 
pajak. 
Dari ketiga unsur di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Pabrikan, ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak, ia harus membeli 
pita cukai dan membayar PPN. 
b. Agen tembakau, merupakan penanggung pajak, setiap kali mengambil 
tembakau dari perusahaan harus sekaligus membayar cukai dan pajak. 
c. Konsumen, merupakan pemikul beban pajak. 
C. Pemahaman Tentang Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi 
Program aplikasi pelayanan adalah program aplikasi yang secara 
khusus dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan 
kegiatan pelayanan kepada masyarakat usaha (Ernawan Tri: 2009). Program 
aplikasi pelayanan dengan teknologi smart client yang telah dikembangkan 
adalah aplikasi pelayanan cukai tembakau sentralisasi. Aplikasi ini berada di 
Kantor Pusat DJBC dan digunakan oleh kantor pelayanan Bea dan Cukai 
untuk proses pelayanan pita cukai hasil tembakau. Dalam aplikasi ini, setiap 







time oleh Direktorat Cukai. Terhadap setiap dokumen yang dilakukan proses 
pelayanan dapat dilakukan monitoring statusnya(Nofri: 2010). 
Sistem aplikasi pelayanan cukai adalah sistem aplikasi untuk 
melakukan pelayanan di bidang cukai akan sesuai dengan sistem prosedur dan 
peraturan yang berlaku (Ernawan Tri: 2009). Aplikasi Cukai Tembakau mulai 
dibangun pada tahun 2001. Namun karena beberapa kendala pada saat itu, 
aplikasi ini tidak jadi diimplementasikan. Selanjutnya pada tahun 2003 
aplikasi ini dikembangkan lagi dengan desain yang baru. Aplikasi 
dikembangkan dengan menggunakan software oracle developer dan database 
yang digunakan juga database Oracle. Aplikasi ini biasa disebut aplikasi versi 
server, karena diimplementasikan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) 
yang mempunyai server. Pekerjaan dilakukan mulai bulan September hingga 
Desember 2003. Pada bulan Januari 2004, aplikasi ini mulai diuji coba dan 
diimplementasikan di KPBC Surakarta. Setelah implementasi di Surakarta 
berjalan, selanjutnya aplikasi ini diimplementasikan di KPBC-KPBC lain 
seperti Kudus, Malang, Tanjung Emas, Juanda, Kediri, Pasuruan dan Medan. 
Selain itu, aplikasi cukai juga dikembangkan dalam versi Personal Computer 
(PC). Versi ini diimplementasikan di KPPBC-KPPBC yang volume dokumen 
cukainya kecil, seperti KPPBC Panarukan, Bojonegoro, Blitar, Madiun, 
Tulungagung, Yogyakarta, Pematang Siantar dan lain-lain. Pada bulan April 
tahun 2008, mulai dikembangkan aplikasi cukai hasil tembakau versi baru, 
untuk mengantisipasi akan dibentuknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan 







Malang pada awal Juli 2008. Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang lama. 
Perbedaan yang sangat signifikan adalah diterapkannya sistem sentralisasi. 
Sedangkan aplikasi yang lama menggunakan sistem desentralisasi, di mana 
setiap KPPBC harus ada server untuk aplikasi dan database. Dengan sistem 
sentralisasi, server aplikasi dan database hanya ada satu, yang ditempatkan di 
Kantor Pusat. Sistem ini memungkinkan Kantor Pusat untuk mengetahui data 
transaksi di KPPBC  pada saat itu juga (Tim Penyusun Modul Pusdiklat Bea 
dan Cukai: 2010). 
Menurut Supriyadi (2009), adapun perbedaan antara Sistem Aplikasi 
Pelayanan (SAP) Cukai yang lama dengan yang baru adalah: 
1. SAC Sentralisasi database dan aplikasi cukainya terpusat sedangkan pada 
sistem cukai yang lama database dan aplikasinya terdesentralisasi (berada 
di KPPBC); 
2. SAC Sentralisasi upgrade versinya secara otomatis, sehingga apabila ada 
perubahan akibat pengembangan sistem ataupun karena perubahan 
kebijakan dilakukan secara otomatis, sedangkan pada sistem cukai yang 
lama upgrade versinya harus dilakukan secara manual dengan mendatangi 
tiap-tiap KPPBC; 
3. Transaksi data pada SAC dapat diakses oleh Direktorat Cukai secara  real 
time (transaksi di KPPBC dan KP DJBC dapat langsung diketahui), 







4. Pada sistem cukai yang lama perekaman dokumen PPPC dan CK-1 
sepenuhnya dilakukan oleh pegawai, sedangkan pada SAC Sentralisasi 
pengusaha dapat merekam sendiri dokumen PPPC dan CK-1 nya; 
5. Pada sistem cukai yang lama, informasi status pelayanan tidak ada, 
sedangkan pada SAC Sentralisasi informasi status pelayanan dapat 
dipantau; 
6. Pada sistem cukai yang lama, pengajuan dokumen dan serah terima pita 
cukai tanpa tanda terima dari aplikasi, sedangkan pada SAC pengajuan 










A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Perkembangan  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Surakarta terletak di Jalan Adi Sucipto 36 Kota Surakarta, dengan 
nomor telepon (0271) 719601, Faks. (0271) 713346, http://www.beacukai-
surakarta.com, dan e-mail info@beacukai-surakarta.com. Keberadaan 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sudah ada sejak zaman Kolonial 
Hindia Belanda yang memakai nama ”Taback Accyns Kantor” atau Kantor 
Cukai Tembakau, namun tidak diketahui secara persis pada tahun berapa 
kantor ini dinyatakan berdiri. 
Sejak masa Kemerdekaan, Taback Accyns Kantor Cabang 
Surakarta kemudian berganti nama dengan Kantor Cukai Surakarta yang 
beralamat di Jl. Slamet Riyadi 3 Surakarta. Tahun 1957 Kantor Cukai 
Cabang Surakarta ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea dan 
Cukai Tipe B surakarta yang bertempat di Jl. Bawean 23 Pasar Legi, 
Banjarsari, Surakarta. Peningkatan status ini berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 998/KMK.01/1985 tanggal 
27 November 1985 yang mulai berlaku 1 Maret 1986. Berdasarkan 







Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai 
Tipe B meningkat statusnya menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe A Surakarta. Untuk yang kesekian kalinya pada tanggal 2 November 
1998, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dipindahkan ke 
Jl. Adi Sucipto 36 Surakarta. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.01/2007, 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta berubah statusnya 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
Surakarta yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juni 2007 melalui 
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
B/1617/M.PAN/06/2007. Selanjutnya, perubahan status Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dari Tipe A3 menjadi tipe 
Madya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Janderal Bea dan Cukai. 
2. Visi, Misi, dan Motto KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
a. Visi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertaraf 
Internasional dalam pengawasan dan pelayanannya. 
b. Misi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Pelayanan yang terbaik dengan hati serta profesional kepada 






c. Motto KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Leladi Kanthi Ati lan Setiti (Pelayanan dengan Hati dan Teliti secara 
Profesional) 
3. Kedudukan dan Tugas KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
DJBC merupakan salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dari 
Departemen Keuangan. DJBC dilengkapi dengan unsur- unsur pelaksana 
untuk melalukan tugasnya, dalam hal ini diembankan kepada Kantor 
Wilayah dan KPPBC yang berkedudukan di tiap daerah. KPPBC 
mempunyai kedudukan, tugas dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009. KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta adalah instansi vertikal DJBC yang berada di bawah dan 
langsung bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan 
dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.  
Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta adalah meliputi 
seluruh eks Karesidenan Surakarta dengan luas ± 5.724 km², yang terdiri 
dari: 
a. Kota Surakarta 
b. Kabupaten Boyolali 
c. Kabupaten Sukoharjo 






e. Kabupaten Wonogiri 
f. Kabupaten Sragen 
g. Kabupaten Klaten 
Yang lebih dikenal dengan sebutan ”SUBOSUKAWONOSRATEN” 
Pengawasan dan pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
meliputi: 
a. Bandar Internasional Adi Sumarmo 
b. Kantor Pos Lalu Bea Surakarta 
c. Tempat Penimbunan Sementara 
d. Kawasan Berikat, gudang Berikat 
e. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan 
Ekspor 
f. Pabrik Hasil Tembakau ( pabrik rokok & pabrik tembakau iris) 
g. Pabrik Etil Alkohol (EA) 
h. Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
i. Tempat penjualan Eceran EA dan MMEA 
j. Toko Bebas Bea 
4. Struktur Organisasi 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta mempunyai bagian- bagian 
yang tergabung dalam suatu susunan organisasi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 
2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat 


































Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta
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5. Deskripsi Jabatan 
Deskripsi jabatan masing- masing bagian sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 adalah sebagai 
berikut: 
a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, 
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Subbagian umum terdiri dari:  
1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja 
dan laporan akuntabilitas. 
2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, 
anggaran, dan kesejahteraan pegawai. 
3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah 
tangga dan perlengkapan. 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan 
intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaranperaturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta 
pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api.  
1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 






intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan 
lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen. 
2) Subseksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pelayanan 
pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan 
dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan di 
bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran 
barang. 
3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai 
tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan 
dan cukai, perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan 
denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar 
dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan 
tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di 
bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran 
peraturan perundang- undangan, serta penatausahaan dan 
pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti. 
4) Subseksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
c. Seksi Administrasi Manifest mempunyai tugas melakukan pelayanan  







1) Subseksi Pengadministrasian Manifest mempunyai tugas 
melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan 
pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal 
kedatangan sarana pengangkut dan manifest, penyelesaian manifest 
kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta 
perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut. 
2) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang 
mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, 
penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pengangkutan barang.  
d. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan 
pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya 
yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Seksi Perbendaharaan terdiri 
dari: 
1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas 
melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, 
denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean, dan 
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 
penerimaan, penatausahaan, penyimpanan dan pengurusan 
permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat 
keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi 






pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, 
penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan 
pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, 
jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan 
lainnya. 
2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai 
tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan 
Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal, penerbitan, dan pengadministrasian surat teguran, surat 
paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, cukai, denda 
adminstrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean, pita cukai, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal. 
e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan 
pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi 
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing- masing membawahi 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas: 
1) Melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan; 






3) Pemeriksaan dan pencacahan barang; 
4) Pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi; 
5) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai 
pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan 
bea masuk, cukai, dan pajak  dalam rangka impor, pungutan dalam 
rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya; 
6) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean; 
7) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari 
kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang 
di Tempat penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, 
pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan  tempat 
penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan 
pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat 
Penimbunan Pabean; 
8)  Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara; 
9) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 







10) Pelaksanaan atas urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara dan atau busuk; 
11) Pelayanan fasilitas  dan perijinan di bidang cukai; 
12) Penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan 
Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran perhitungan 
cukai dan pungutan Negara lainnya; 
13) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan 
urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan 
Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang 
berhubungan dengan barang kena cukai; 
14) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan 
kadar barang kena cukai. 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas 
melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di 
bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan 
Informasi terdiri dari: 
1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan 
publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan 






g. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal 
terdiri dari: 
1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan 
rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 
kepabeanan, cukai, dan administrasi. 
2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai 
tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja 
dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas 
di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang 
kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan 
pengawasan masyarakat. 
h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas 
melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya 
pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan 
teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data 
kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data 






B.  Laporan Magang Kerja 
1. Lokasi dan Penempatan 
Kegiatan magang kerja dilaksanakan di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta yang berlokasi di jalan Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, 
Karanganyar telepon (0271) 719601, Fax. (0271) 713346. Kegiatan ini 
dilaksanakan selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2010 sampai 
31 Maret 2010. Penempatan divisi/ bagian kegiatan magang kerja penulis 
adalah di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. 
2. Aktivitas dan Jadwal 
Aktivitas magang yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta disesuaikan dengan tujuan penelitian penulis di kantor tersebut, 
kemudian mendapat arahan dari Pegawai Pembimbing tentang lokasi 
penempatannya. Jadwal magang penulis selama kurun waktu satu bulan 
sesuai dengan jadwal operasional kantor yaitu, hari Senin sampai Jum’at 
dari pukul 07.30 s.d 14.00 WIB. Untuk lebih jelasnya, aktivitas magang di 














Aktivitas Kegiatan Magang Kerja 
No. Bagian/ Divisi Uraian Pekerjaan 
1 Subbagian Umum Pengenalan lokasi magang dan menjawab soal 
pengetahuan dasar tentang Kantor KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta. 
2 Seksi Pelayanan 
Kepabeanan& 
Cukai 
a. Memberi label dan penomoran  pada dokumen 
berdasarkan jenis/ perihal surat dan nama 
perusahaan/ pengguna jasa.  
b. Menginput Laporan Rekap BDCK dan 
Laporan IKU. 
c. Membantu mengarsip Dokumen Surat Setoran 
Cukai & Pajak, Laporan Mutasi Harian Etil 
Alkohol PT Indo Acidatama (IACI) dan CK-4. 
d. Mengetik Nota Pendapat dan Nota Persetujuan 
mutasi barang dari TLDDP, dan Susunan 
Acara Konsolidasi. 
e. Membantu membubuhkan stempel dokumen 
Pemesanan Pita Cukai (CK-1). 
f. Membantu dan mengikuti acara Sosialisasi 
Peraturan Cukai Etil Alkohol (EA) dan 
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
Tahun 2010. 
g. Menyalin arsip dokumen cukai PT Indodo 
Acidatama bulan Januari-Maret 2010. 
 
 
C. Pembahasan Masalah 
1. Penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi 
a. Tujuan Pengembangan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau  
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau dikembangkan untuk:  
1) Standarisasi Pelayanan di Bidang Cukai  
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelayanan di bidang cukai 
akan sesuai dengan sistem prosedur dan peraturan yang berlaku. 
Sehingga sistem pelayanan di semua Kantor Pelayanan Bea dan 






2) Menyediakan  Data yang Cepat dan Akurat  
 Dalam pelayanan manual data yang disajikan selalu terlambat, 
terutama untuk kantor-kantor yang kegiatannya relatif banyak. Hal 
ini disebabkan untuk menyajikan data maka pegawai harus 
merekap dokumen secara manual dan mengolahnya sendiri. Belum 
lagi kalau laporan tersebut harus dikirim ke Kantor Pusat, yang 
tentu saja memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Dengan adanya 
aplikasi ini diharapkan data dapat disajikan dengan cepat dan 
akurat. Sebab data sudah dapat diolah secara otomatis yang 
tentunya lebih cepat. 
3) Mempermudah Pemantauan Fasilitas Penundaan Pembayaran 
Cukai     
 Dalam aplikasi ini disediakan fasilitas untuk memonitoring 
penundaan pembayaran cukai. Pemantauan meliputi anatara lain 
masa berlaku SKEP Penundaan, batas maksimal nilai penundaan 
dan jatuh tempo penundaan.  
4) Mempermudah Pengelolaan Inventory Pita Cukai 
 Aplikasi ini juga menyediakan fasilitas untuk memantau 
pemasukan dan pengeluaran pita cukai (inventory). Sehingga 
jumlah persediaan dapat dipantau dan dimonitor setiap saat dengan 
cepat dengan mudah. Selain itu Laporan Pemakaian Pita Cukai 
juga dapat dibuat secara otomatis, karena setiap pemasukan dan 






fasilitas untuk merekapitulasi permintaan penyediaan pita cukai 
yang dapat langsung dikirim ke Kantor Pusat. Sehingga proses 
penyediaan pita cukai diharapkan tepat waktu atau bahkan lebih 
cepat. 
b. Arsitektur Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi 




Sumber: Modul Pusdiklat Bea dan Cukai 
Gambar 3.2 
Arsitektur Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi 
Dari gambar di atas dapat dijelaskan:  
1) Server database hanya ada di Kantor Pusat DJBC (sentralisasi).  
2) Di KPPBC hanya ada PC yang telah diinstal program aplikasi dan 






3) Koneksi antara KPPBC dengan Kantor Pusat dapat menggunakan 
beberapa teknologi antara lain MPLS, VPN internet, VPN dial atau 
teknologi lainnya yang dinilai baik dan aman. 
4) Untuk saat ini di KPPBC tipe Madya menggunakan teknologi 
MPLS. 
5) Kalau ada perubahan program aplikasi di Kantor Pusat, program 
aplikasi yang diinstal di KPPBC otomatis akan terupdate/ 
disesuaikan dengan program aplikasi di Kantor Pusat ketika user 
melakukan login ke aplikasi, tidak diperlukan petugas khusus 
untuk menginstal ulang aplikasi tersebut.  
6) Data yang direkam di KPPBC secara langsung (real time) dapat 
dipantau oleh Kantor Pusat. Demikian juga sebaliknya. Tetapi data 
itu hanya bisa dibuka/ dilihat sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan kepada user. 
c. Alur Sistem Aplikasi Pelayanan Cukai Sentralisasi 
Penerapan SAC Sentralisasi di KPPBC dilaksanakan berdasarkan 
standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh DJBC. Alur pelayanan 
cukai dan PPN HT dibagi dalam beberapa proses kegiatan yaitu: 
1) Pelayanan NPPBKC  
Setiap Perusahaan yang bergerak di bidang produksi hasil 
tembakau harus mempunyai identitas berupa Nomor Pokok 
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Proses Pengelolaan 






a) Untuk mendapatkan NPPBKC pengusaha harus mengajukan 
permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui 
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di mana lokasi pabrik 
akan didirikan dengan terlebih dahulu menyerahkan denah 
lokasi pabrik. 
b) Berdasarkan berkas permohonan yang diajukan dilakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap lokasi pabrik. 
c) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan ke dalam Berita Acara 
Pemeriksaan lokasi pabrik. 
d) Berita Acara Pemeriksaan lokasi direkam pada SAP Cukai. 
e) Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap lokasi 
pabrik hasilnya dinyatakan telah memenuhi syarat, pengusaha 
dapat mengajukan PMCK-6 berikut formulir registrasi yang 
telah diisi dengan lengkap dan benar. 
f) Data registrasi direkam oleh petugas di KPPBC. 
g) Kalau semuanya sudah sesuai ketentuan, NPPBKC dapat 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai. 
h) Setelah Surat Keputusan penerbitan NPPBKC diterbitkan oleh 






2) Pelayanan HJE Merk  
Setelah pengusaha hasil tembakau memeperoleh NPPBKC, yang 
bersangkutan harus mengajukan HJE/ Merk hasil tembakau yang 
diproduksi ke KPPBC. Kalau HJE/ Merk Hasil tembakau disetujui, 
barulah permohonan penyediaan pita cukai dapat dilayani. 
Pengelolaan data HJE/ Merk dimulai dari pengajuan HJE/ Merk ke 
KPPBC sampai terbitnya surat keputusan penetapan HJE/ Merk. 
Prosesnya adalah seperti pada gambar 3.3. 
3) Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (PPPC)  
Setelah pabrik hasil tembakau berproduksi dan produksi hariannya 
sudah dilaporkan ke Kantor Pelayanan, maka untuk proses 
pengeluarannya hasil tembakau dapat dilakukan. Pengeluaran hasil 
tembakau harus sudah dalam kemasan untuk penjualan eceran dan 
dilekati pita cukai. Sebelum pengusaha melakukan pemesanan pita, 
terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan Penyediaan Pita 
Cukai (PPPC). Pengajuan PPPC paling lambat tanggal 10 setiap 
bulan untuk kebutuhan bulan berikutnya. Kalau permohonan 
penyediaan pita yang diajukan ternyata masih belum memenuhi 
kebutuhan pita cukai, sementara pengusaha sudah mengajukan 
PPPC untuk jenis pita yang sama, maka yang bersangkutan dapat 
mengajukan PPPC Tambahan (PPPCT). Proses pengajuan PPPC 







PENGUSAHA KPPBC (SEKSI CUKAI) KP DJBC (DIT CUKAI) 
 
Gambar 3.3 
Alur Pelayanan HJE Merk 
  
Keterangan: 
SKEP    (Surat Keputusan) 










Validasi Permohonan Merk/HJE oleh 
Petugas dengan Bantuan Profil 
































Penjelasan dari gambar 3.3 adalah sebagai berikut:  
a) Pengusaha mengajukan permohonan HJE/ Merk ke KPPBC; b) Data 
HJE/ Merk direkam; c) Data hasil perekaman divalidasi dan dianalisa 
oleh petugas; d) Petugas dapat menolak HJE/ Merk dalam hal terjadi 
kemiripan merk atau desain kemasan hasil tembakau dengan HJE/  
Merk terdahulu milik perusahaan lain; e) Kalau datanya valid, 
validator memberikan rekomendasi bahwa datanya dapat diterima; f) 
Pejabat pembuat keputusan meneliti ulang rekomendasi yang diberikan 
oleh validator; g) Kalau pejabat pembuat keputusan tidak sependapat 
(tidak setuju), maka permohonan HJE/ Merk ditolak (di-reject) dengan 
memberitahukan alasan penolakan. Form reject otomatis tercetak 
setelah keputusan dibuat; h) Kalau pejabat pembuat keputusan 
sependapat dengan validator, konsep Surat Keputusan HJE/ Merk 
dapat dicetak; i) Surat Keputusan HJE/ Merk diberi nomor dan 
ditandatangani oleh Kepala KPPBC; j) Nomor SKEP direkam di SAP 
Cukai; k) Skep penetapan oleh kepala KPPBC diverifikasi ulang oleh 
petugas di KP DJBC; l) Kalau ternyata penetepan HJE/ Merk 
menyalahi ketentuan, Kantor Pusat dapat merekomendasikan kepada 
Kepala KPPBC untuk membatalkan Skep HJE/ Merk tersebut; m) 
Kalau ada rekomendasi pembatalan HJE/ Merk dari KP DJBC, maka 
kepala KPPBC akan membuat surat pembatalan terhadap Skep HJE 








Alur Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (PPPC) 
 
Keterangan: 
PPPC/PPPCT (Permohonan Penyediaan Pita Cukai/ Tambahan) 
PDE      (Pertukaran Data Elektronik) 
OBC      (Order Bea Cukai) 
DPPC      (Dokumen Pengiriman Pita Cukai) 
 
PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN KP DJBC (DIT CUKAI) 









































Penjelasan dari gambar 3.4 adalah sebagai berikut:  
a) Pengusaha mengajukan PPPC ke Kantor Pelayanan. 
Dalam hal jumlah pita cukai di PPPC yang diajukan diperkirakan 
tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan Permohonan 
Penyediaan Pita Cukai Tambahan (PPPCT); b) PPPC/ PPPCT 
dapat diajukan secara manual atau Pertukaran Data Elektronik 
(PDE); c) PPPC yang diajukan secara manual direkam dan 
divalidasi; d) Validasi oleh komputer meliputi: NPPBKC, periode 
persediaan pita cukai, jenis pita cukai, dan jumlah pita cukai yang 
diminta untuk disediakan; e) Selain validasi yang dilakukan oleh 
komputer pada saat perekaman, validasi juga dilakukan oleh 
petugas dengan cara mencocokkan hasil perekaman dengan 
hardcopy PPPC/ PPPCT; f) Kalau validator menyatakan datanya 
memang sudah valid maka PPPC/ PPPCT dinomori; g) Penomoran 
dilakukan oleh komputer; h) Data PPPC/ PPPCT yang sudah diberi 
nomor, otomatis dapat dilihat di KP DJBC untuk diproses menjadi 
Order Bea Cukai (OBC); i) Petugas di KP DJBC memproses 
PPPC/ PPPCT menjadi OBC yang kemudian dikirim ke Peruri 
dalam bentuk softcopy dan hardcopy; j) OBC mewakili satu jenis 
pita yang dipesan oleh pengusaha; k) Peruri mencetak pita cukai 
berdasarkan OBC dan mengirimkan pita cukai ke Kantor Pusat/ 
Gudang Pita dengan dokumen Daftar Pengiriman Pita Cukai 






kemungkinan bisa melalui lebih dari satu kali pengiriman; l) DPPC 
di-load ke aplikasi pelayanan cukai di KPPBC atau direkam untuk 
menambah persediaan pita cukai di gudang pita cukai; m) Untuk 
pita cukai yang diambil di KPPBC, Kantor Pusat mengirimkan pita 
cukai ke KPPBC sesuai dengan PPPC/ PPPCTnya dengan 
menggunakan Surat Pengantar (SP) atau Daftar Pengiriman Pita 
Cukai (DPPC) untuk KPPBC. Untuk satu PPPC/ PPPCT 
kemungkinan bias lebih dari satu kali pengiriman; n) SP/ DPPC 
untuk Kantor Pelayanan direkam jumlah pengirimannya, 
dibandingkan jumlah yang dipesan. Kalau kurang/ lebih dibuat 
berita acara atas kekurangan/ kelebihannya. Hasil perekaman akan 
menambah persediaan pita cukai di Kantor Pelayanan.  
Setelah pita cukai tersedia di Kantor Pelayanan, pengusaha 
yang mengambil pita cukai di Kantor Pelayanan sudah dapat 
mengajukan pemesanan pita cukainya. Demikian juga pengusaha 
yang mengambil pita cukainya di Kantor Pusat, baru bisa 
mengajukan pemesanan pita cukainya apabila pita cukainya sudah 
tersedia di gudang pita cukai Kantor Pusat. Apabila pengusaha 
sudah mengajukan PPPC dan PPPCT tetapi ternyata jumlah masih 
belum mencukupi, pengusaha dapat mengajukan PPPCT izin 
Direktur Jenderal melalui KPPBC. KPPBC hanya meneruskan saja 







4) Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1)  
Pengeluaran hasil tembakau dari pabrik oleh pengusaha dapat 
dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan pemesanan pita 
cukai dengan menggunakan dokumen CK-1. CK-1 baru bisa 
dilayani kalau pita cukai berdasarkan PPPC yang diajukan oleh 
pengusaha sudah tersedia. CK-1 yang diajukan oleh pengusaha 
direkam oleh petugas di KPPBC. Pada saat perekaman, CK-1 
ditolak (tidak dapat dilanjutkan proses perekamannya) dalam hal: 
a) Pengusaha yang bersangkutan selama satu tahun tidak pernah 
melakukan kegiatan pemesanan pita cukai; 
b) Merk yang diajukan di CK-1 dalam 6 bulan terakhir tidak 
pernah dipesankan pita cukainya; 
c) Pengusaha yang bersangkutan karena suatu hal statusnya 
diblokir, missal melakukan pelanggaran; 
d) Akumulasi jumlah hasil tembakau yang akan dikeluarkan 
melebihi jumlah maksimal golongan produksinya dalam 
setahun, sehingga perlu naik golongan dan penyesuaian tarif 
cukai dan HJEnya. Untuk itu yang bersangkutan harus 
memecah CK-1 sampai batas maksimal produksi golongan 
produksinya dan untuk pengajuan CK-1. Selanjutnya harus naik 










e) Untuk pengusaha yang tidak kena PPN, akumulasi jumlah total 
HJE yang diajukan sampai saat pengajuan CK-1 dalam tahun 
tersebut ternyata melewati batas Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
Sehingga untuk kelebihan total HJEnya harus dikenakan PPN. 
Untuk itu yang bersangkutan harus memecah CK-1 sampai 
batas PKP. Setelah  itu pengajuan CK-1 berikutnya harus sudah 
kena PPN; 
f) Untuk pengusaha yang mendapat fasilitas pembayaran cukai 
secara kredit/ penundaan ternyata masa berlakunya SKEP 
penundaannya sudah habis, sehingga perlu adanya 
perpanjangan SKEP penundaan; 
g) Pengusaha yang mendapat fasilitas pembayaran cukai secara 
kredit/ penundaan ternyata total nilai yang cukai yang diajukan 
melebihi saldo akhir penundaan yang diperbolehkan; 
h) Masih ada CK-1 kredit yang melewati jatuh tempo tetapi 
statusnya belum lunas.  
Pembayaran cukai dapat dilakukan secara tunai ataupun 
kredit(penundaan).    
a) Pengajuan CK-1 dengan pembayaran secara tunai  
Proses pengajuan CK-1 dengan pembayaran cukai secara tunai 










Alur Pengajuan CK-1 dengan Pembayaran Secara Tunai 
 
 Keterangan: 
 CK-1    (Dokumen Pemesanan Pita Cukai) 
 PDE    (Pertukaran Data Elektronik) 
 SSPCP    (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak) 
PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN BANK KANTOR PUSAT 



















































Penjelasan dari gambar 3.5 adalah sebagai berikut:  
(1) Perekaman dan Validasi data CK-1 Tunai 
(a) Pengusaha mengirim data CK-1 (PDE) atau menyerahkan 
dokumen CK-1 ke penerimaan dokumen cukai di KPPBC; (b) 
Petugas Penerimaan dokumen merekam data CK-1 dengan 
cara pembayaran tunai; (c) Pada saat perekaman validasi 
dilakukan oleh komputer yang meliputi: NPPBKC, nama yang 
diberi kuasa kalau pengurusan dikuasakan, cara pembayaran 
(tunai/ kredit), kebenaran tarif dan warna pita, HJE/ Merk, 
batas produksi sesuai golongan, batas PKP, pemotongan Cukai 
dengan CK-2 atau CK-3 kalau ada, dan perhitungan cukai dan 
PPN; (d) Kalau sudah valid maka hasil perekaman dapat 
disimpan. Sebaliknya bila data tidak valid maka data tidak bisa 
disimpan dan CK-1 dikembalikan kepada pengusaha; (e) 
Setelah selesai perekaman, data hasil perekaman divalidasi lagi 
oleh petugas dengan cara mencocokkan hasil perekaman 
dengan hardcopy CK-1 yang diajukan oleh pengusaha; (f) 
Kalau data yang direkam sudah sesuai maka CK-1 otomatis 
diberi nomor dan diberi tanda terima yang dapat dicetak 
melalui aplikasi; (g) Kalau data tidak sesuai, validator 
memutus perekam tidak sesuai, dokumen CK-1 dikembalikan 
kepada perekam untuk direkam ulang; (h) Untuk CK-1 yang 
sudah diberi nomor dapat dilakukan pembayaran cukai dan 
PPNnya ke bank. Tidak semua pengusaha harus membayar 
PPN. Hanya pengusaha yang total HJE pertahunnya melebihi 






(2) Pembayaran Cukai CK-1 Tunai  
(a) Setelah cukai dan PPN dibayar di bank, pengusaha 
mendapatkan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP); 
(b) SSPCP dibawa ke Seksi Perbendaharaan untuk direkam 
datanya; (c) Data SSPCP minimal harus ada kode kantor, 
nomor dan tanggal SSPCP, nilai pungutan yang dibayar, 
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Nomor 
Transaksi Bank (NTB), nama bank dan cabang bank; (d) Kalau 
jumlah pembayaran cukai dan PPNnya sudah sama dengan 
yang di CK-1 maka ketika data disimpan status CK-1 sudah 
“lunas”; (e) Kalau jumlah pembayaran cukai dan PPNnya 
kurang daripada yang di CK-1 maka status CK-1 belum lunas 
dan harus dilakukan pembayaran kekurangannya. Jadi untuk 
satu CK-1 dapat dilunasi dengan lebih dari satu SSCP; (f) 
Khusus untuk PPN dapat dilunasi/ ditutup dengan kompensasi 
PPN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; (g) 
Kalau nilai kompensasi sama atau lebih besar dari tagihan PPN 
yang ada di CK-1, maka PPN statusnya lunas dan nilai PPN 
tidak perlu dibayar dengan SSCP. Kalau kompensasi yang 
dipakai untuk CK-1 tersebut masih sisa, dapat digunakan untuk 
melunasi PPN CK-1 berikutnya. Jadi satu kompensasi dapat 
dipakai untuk melunasi PPN di lebih dari satu CK-1; (h) Kalau 
nilai kompensasi lebih kecil daripada nilai PPN di CK-1, maka 







b) Pengajuan CK-1 dengan pembayaran secara kredit  
Proses pengajuan CK-1 dengan pembayaran cukai secara kredit 
dapat di lihat pada gambar 3.6 berikut:    
Gambar 3.6 
Alur Pengajuan CK-1 dengan Pembayaran Secara Kredit 
 
Keterangan: 
CK-1    (Dokumen Pemesanan Pita Cukai) 
PDE    (Pertukaran Data Elektronik) 
PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN BANK KANTOR PUSAT 


































































Penjelasan dari gambar 3.6 adalah sebagai berikut:  
(1) Perekaman dan Validasi data CK-1 Kredit 
(a) Pengusaha mengirim data CK-1 (PDE) atau menyerahkan 
dokumen CK-1 ke penerimaan dokumen cukai di KPPBC; (b) 
Petugas Penerimaan dokumen merekam data CK-1 dengan 
cara pembayaran tunai; (c) Pada saat perekaman validasi 
dilakukan oleh komputer yang meliputi: NPPBKC, nama yang 
diberi kuasa kalau pengurusan dikuasakan, cara pembayaran, 
kebenaran tarif dan warna pita, HJE/Merk, batas golongan 
produksi, batas PKP, masa berlaku SKEP penundaan, saldo 
penundaan terakhir, dan perhitungan cukai dan PPN; (d) Kalau 
saldo kredit kurang atau masa berlaku SKEP Penundaan habis 
maka CK-1 langsung di-reject; (e) Kalau sudah valid maka 
hasil perekaman dapat disimpan. Sebaliknya bila data tidak 
valid maka data tidak bisa disimpan dan CK-1 dikembalikan 
kepada pengusaha; (f) Setelah selesai perekaman, data hasil 
perekaman divalidasi lagi oleh petugas dengan cara 
mencocokkan hasil perekaman dengan hardcopy CK-1 yang 
diajukan oleh pengusaha; (g) Kalau data yang direkam sudah 
sesuai maka CK-1 otomatis diberi nomor dan diberi tanda 
terima yang dapat dicetak melalui aplikasi; (h) Kalau data tidak 
sesuai, validator memutus perekam tidak sesuai, dokumen CK-
1 dikembalikan kepada perekam untuk direkam ulang; (i) 
Untuk CK-1 yang sudah diberi nomor dapat dilakukan proses 






(2) Persetujuan Kredit  
(a) CK-1 kredit yang sudah direkam datanya dapat dilihat di 
Seksi Perbendaharaan; (b) Petugas melakukan persetujuan 
terhadap CK-1 kredit; (c) Setelah kredit/ penundaan disetujui, 
tanggal jatuh tempo otomatis terisi dan nilai cukai di CK-1 
tersebut otomatis mengurangi saldo penundaan. 
(3) Penyelesaian/ Pelunasan Cukai CK-1 Kredit  
(a) Penyelesaian CK-1 kredit dengan SSPCP  
Pembayaran dilakukan di bank; Setelah cukai dan PPN 
dibayar di bank, pengusaha mendapatkan SSPCP; SSPCP 
dibawa ke Seksi Perbendaharaan untuk direkam datanya; 
Kalau jumlah pembayaran cukai dan PPNnya sudah sama 
dengan yang di CK-1 maka ketikan data disimpan status 
CK-1 sudah “lunas”; Kalau jumlah pembayaran cukai dan 
PPNnya kurang daripada yang di CK-1 maka status CK-1 
belum lunas dan harus dilakukan pembayaran 
kekurangannya. Jadi untuk satu CK-1 dapat dilunasi 
dengan lebih dari satu SSPCP; Khusus untuk PPN dapat 
dilunasi/ ditutup dengan kompensasi PPN yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Pajak; Kalau nilai kompensasi 
sama atau lebih besar dari tagihan PPN yang ada di CK-1, 
maka PPN statusnya lunas dan nilai PPN tidak perlu 






untuk CK-1 tersebut masih sisa, dapat digunakan untuk 
melunasi PPN CK-1 berikutnya. Jadi satu kompensasi 
dapat dipakai untuk melunasi PPN di lebih dari satu CK-1; 
Kalau nilai kompensasi lebih kecil daripada nilai PPN di 
CK-1, maka kekurangannya dibayar dengan menggunakan 
SSPCP bersama dengan cukainya; dan setelah data 
disimpan nilai cukai yang dibayar akan menambah saldo 
penundaan.  
(b) Penyelesaian CK-1 kredit dengan CK-2 atau CK-3  
CK-2 atau CK-3 yang digunakan untuk menyelesaikan 
CK-1 kredit, harus sudah direkam lebih dahulu; Kalau 
nilai pengembalian cukai di CK-2 atau CK-3  sama atau 
lebih besar daripada cukai di CK-1, maka status CK-
1nya “lunas” dan nilai cukai tidak perlu dibayar dengan 
SSPCP. Sisa pengembalian di CK-2 atau CK-3 dapat 
dipakai untuk menyelesaikan CK-1 kredit berikutnya. 
Jadi satu CK-2 atau CK-3 dapat digunakan untuk 
memotong hutang lebih dari satu CK-1 kredit; Kalau 
nilai pengembalian di CK-2 atau CK-3 lebih kecil dari 
nilai cukai di CK-1, maka kekurangannya harus dibayar 
dengan SSPCP; dan nilai pengembalian cukai yang 
digunakan untuk memotong hutang cukai akan 






(c) Penyerahan Pita Cukai  
Penyerahan pita cukai dilakukan setelah 
pelunasan cukai direkam untuk CK-1 tunai atau untuk 
CK-1 kredit setelah kredit/ penundaannya disetujui. 
Penyerahan pita cukai bisa dilakukan di Kantor 
Pelayanan atau di Kantor Pusat. Untuk pengambilan 
pita cukai di Kantor Pelayanan prosesnya sebagai 
berikut:   
Pengusaha atau kuasanya dapat mengambil 
pitanya di bagian distribusi pita cukai; Petugas 
distribusi pita cukai melakukan pengecekan status CK-1 
di aplikasi; Kalau datanya valid, status sudah lunas atau 
sudah mendapat persetujuan penundaan dan tanggal 
jatuh tempo sudah ditetapkan, pita cukai dapat diberikan 
kepada pengusaha atau kuasanya; Petugas merekam 
jumlah pita cukai yang dikeluarkan; Atas penyerahan 
pita cukai dikeluarkan tanda terima pita cukai yang 
dicetak dari aplikasi; Kalau pita cukai sudah diserahkan 
semua, maka status CK-1 di aplikasi menjadi sudah 






5) Pelayanan Pemusnahan/Pengembalian Pita Cukai (CK-2/CK-3)  
a) Proses Pengelolaan Data CK-2 (Pemusnahan Pita Cukai)  
Pemusnahan pita cukai dilakukan terhadap HT di peredaran 
bebas yang sudah dilekati pita cukai. Pemusnahan dapat 
dilakukan misalnya hasil tembakau tersebut kadaluarsa 
sehingga tidak layak dikonsumsi. Pada SAP Cukai sampai saat 
ini tidak ada alur proses. CK-2 yang diterbitkan hanya direkam 
datanya berikut pelunasan biaya pengganti bila ada. CK-2 dapat 
digunakan untuk memotong hutang cukai dari CK-1 kredit atau 
kalau tidak mempunyai hutang cukai dapat digunakan untuk 
memotong nilai cukai di CK-1 tunai dengan catatan biaya 
pengganti sudah dilunasi terlebih dahulu. 
b) Proses Pengelolaan Data CK-3 (Pengembalian Pita Cukai)  
Pengembalian pita cukai dilakukan terhadap pita cukai yang 
sudah diambil pengusaha tetapi kondisinya rusak atau salah 
cetak. Pada SAP Cukai sampai saat ini tidak ada alur proses. 
CK-3 yang diterbitkan hanya direkam datanya berikut 
pelunasan biaya penggantinya bila ada. Sama seperti CK-2, CK-
3 dapat digunakan untuk memotong hutang cukai dari CK-1 
kredit atau kalau tidak mempunyai hutang cukai dapat 







6) Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai  
Untuk mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai, 
pengusaha harus memperoleh surat keputusan penundaan 
pembayaran cukai. Proses penerbitan surat keputusan penundaan 
pembayaran dapat di lihat pada gambar 3.7. 
7) Pelayanan Laporan Harian Produksi Hasil Tembakau (CK-4)  
Pengusaha hasil tembakau wajib melaporkan produksi hariannya. 
Proses laporan produksi harian adalah sebagai berikut:  
a) Pengusaha membuat laporan produksi harian dengan 
menggunakan formulir CK-4; 
b) Sesuai peraturan yang berlaku sekarang CK-4 wajib diserahkan 
pada dua kali sebulan; 
c) Data CK-4 direkam oleh petugas di KPPBC; 
d) Data CK-4 akan digunakan untuk perbandingan produksi HT 







Alur Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai  
 
   Keterangan: 
   SKEP (Surat Keputusan) 
PENGUSAHA KPPBC KANWIL DJBC 













































Penjelasan dari gambar 3.7 adalah sebagai berikut:  
a) Pengusaha mengajukan permohonan penundaan pembayaran 
dilengkapi dengan laporan keuangan dan data pemesanan pita 
cukai 6 bulan terakhir serta mempertaruhkan jaminan; Petugas 
penerimaan dokumen merakam data permohonan; b) Petugas 
KPPBC meneliti kelengkapan dokumen, laporan keuangan dan 
data pemesanan pita cukai 6 bulan terakhir serta memperhitungkan 
besarnya nilai penundaan cukai yang akan diberikan; c) Kalau 
tidak disetujui, diterbitkan surat penolakan; d) Kalau disetujui, 
diterbitkan surat keputusan penundaan pembayaran cukai; e) Surat 
keputusan penundaan pembayaran cukai diterbitkan oleh Kepala 
KPPBC atau kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai sesuai 
dengan besarnya nilai penundaan menurut peraturan yang berlaku; 
f) Setelah Surat Keputusan diberi nomor oleh Kepala Kantor, 
Kepala Kanwil atau Direktur Cukai, nomor SKEPnya direkam di 






2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAC Sentralisasi Terhadap 
Upaya Optimalisasi Penerimaan Cukai dan PPN dari Sektor Hasil 
Tembakau 
Sub bab ini membahas tentang penerimaan cukai dan PPN HT serta 
faktor yang terkait dalam upaya mengoptimalisasikannya. Dalam rangka 
melakukan analisa penerimaan cukai hal yang perlu diketahui adalah 
mengenai masalah pengenaan tarif. Pengenaan tarif ini ditentukan oleh 
pemerintah berdasarkan batasan produksi perusahaan selama setahun. 
Sedangkan untuk perhitungan PPN data yang diperlukan berasal dari 
dokumen pemesanan pita cukai. Ada dua alasan dilakukannya pemesanan 
pita cukai. Yang pertama adalah pemesanan pita cukai untuk persediaan, 
jadi jika persediaan pita cukai menipis maka akan dilakukan pemesanan. 
Alasan kedua adalah perusahaan menjaga supaya merk tembakaunya tidak 
hilang, maksudnya adalah jika perusahaan tidak memesan suatu merk 
dengan jangka waktu enam bulan terakhir mak merk tersebut akan hilang.  
Penerimaan cukai dan PPN HT yang dipungut oleh KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta merupakan penerimaan atas kegiatan yang 
dilakukan oleh industri-industri tembakau di wilayah eks Karesidenan 
Surakarta dengan jumlah produsen terdaftar 44 perusahaan (terlampir). 
Berikut analisis Realisasi Penerimaan Cukai dan PPN Hasil Tembakau di 










Realisasi Penerimaan Cukai HT dan Cukai Non HT Terhadap Jumlah 
Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2009 











              
Januari 39.441.729.800 4.486.838.000 43.928.567.800 89,79% 10,21% 100,00% 
Februari 41.665.168.400 4.939.374.200 46.604.542.600 89,40% 10,60% 100,00% 
Maret 52.937.914.540 5.583.663.150 58.521.577.690 90,46% 9,54% 100,00% 
April 42.900.909.400 11.674.832.550 54.575.741.950 78,61% 21,39% 100,00% 
Mei 30.219.106.760 2.657.161.425 32.876.268.185 91,92% 8,08% 100,00% 
Juni 30.782.970.635 6.312.401.425 37.095.372.060 82,98% 17,02% 100,00% 
Juli 45.351.094.520 3.623.517.175 48.974.611.695 92,60% 7,40% 100,00% 
Agustus 42.475.614.000 6.640.199.850 49.115.813.850 86,48% 13,52% 100,00% 
September 48.696.110.000 1.349.394.000 50.045.504.000 97,30% 2,70% 100,00% 
Oktober 60.975.819.200 4.192.053.000 65.167.872.200 93,57% 6,43% 100,00% 
November 49.385.670.000 2.984.040.000 52.369.710.000 94,30% 5,70% 100,00% 
Desember 75.409.067.400 5.028.120.000 80.437.187.400 93,75% 6,25% 100,00% 
              
JUMLAH 560.241.174.655 59.471.594.775 619.712.769.430 90,40% 9,60% 100,00% 
 
Dari aspek kontribusinya terhadap penerimaan dari ketiga objek 
cukai, penerimaan cukai HT menempati peringkat tertinggi. Pada tahun 
2009 dari total penerimaan cukai Rp619.712.769.430,-, penerimaan cukai 
HT mencapai Rp560.241.174.655,- (90,40%) dan sisanya 
Rp59.471.594.775,- (9,60%) dari EA dan MMEA. Komposisi 
perbandingan penerimaan tersebut setiap bulan sepanjang tahun 2009 
bahkan dari tahun ke tahun hampir tidak banyak mengalami perubahan. 
Penerimaan atas cukai HT dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 
salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Di Indonesia, kebijakan cukai 
HT diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Kebijakan cukai 
HT dilakukan melalui empat instrumen yaitu jenis hasil tembakau, harga 









Realisasi Penerimaan PPN HT dan PPN Non HT Terhadap Jumlah 
Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2009 
PENERIMAAN CUKAI (Rp) % DARI TOTAL 
BULAN 




              
Januari 12.772.681.788 2.295.824.284 15.068.506.072 84,76% 15,24% 100,00% 
Februari 12.354.637.894 2.752.482.569 15.107.120.463 81,78% 18,22% 100,00% 
Maret 14.767.130.584 2.799.717.188 17.566.847.772 84,06% 15,94% 100,00% 
April 11.882.022.868 4.341.710.215 16.223.733.083 73,24% 26,76% 100,00% 
Mei   8.575.551.629 3.261.895.778 11.837.447.407 72,44% 27,56% 100,00% 
Juni   8.547.292.481 3.668.217.739 12.215.510.220 69,97% 30,03% 100,00% 
Juli 11.332.993.778 2.762.221.955 14.095.215.733 80,40% 19,60% 100,00% 
Agustus 11.225.629.356 2.504.150.978 13.729.780.334 81,76% 18,24% 100,00% 
September 12.076.667.959 1.434.545.297 13.511.213.256 89,38% 10,62% 100,00% 
Oktober 16.298.890.696 3.050.441.912 19.349.332.608 84,23% 15,77% 100,00% 
November 13.641.071.782 3.127.650.052 16.768.721.834 81,35% 18,65% 100,00% 
Desember 20.687.975.155 2.941.366.296 23.629.341.451 87,55% 12,45% 100,00% 
           
JUMLAH 154.162.545.970 34.940.224.263 189.102.770.233 81,52% 18,48% 100,00% 
 
Salah satu kebijakan tentang HT tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007, yaitu bahwa dalam pelaksanaan 
pemungutan baik cukai maupun PPN hendaknya diterapkan secara 
sederhana dan seragam. Prinsip ini tidak lagi memposisikan penerimaan 
negara sebagai tujuan utama tetapi juga untuk mencapai tujuan 
penyederhanaan administrasi. Penyederhanaan yang dilakukan dalam 
PMK ini diharapkan akan memudahkan kerja dan pengawasan dari DJBC. 
Selain itu bagi pengusaha tembakaunya, dengan peraturan dan administrasi 










Berdasarkan tabel 3.3, seperti halnya penerimaan cukai HT, PPN 
atas hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta selalu 
menempati peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan PPN non HT 
(PPN impor, PPnBM dan PPh pasal 22). Pada tahun 2009 dari total 
penerimaan PPN Rp189.102.770.233,-, penerimaan PPN HT mencapai 
Rp154.162.545.970,- (81,52%) dan sisanya Rp34.940.224.263,- (18,48%) 
dari PPN impor, PPnBM dan PPh pasal 22. Komposisi perbandingan 
penerimaan tersebut setiap bulan sepanjang tahun 2009 bahkan dari tahun 
ke tahun hampir tidak banyak mengalami perubahan. 
Tabel 3.4 
Perkembangan Penerimaan Cukai dan PPN HT 2006- 2009 
PENERIMAAN (Rp) % 
PERKEMBANGAN TAHUN 
CUKAI HT PPN HT CUKAI 
HT 
PPN HT 
2006 280.808.521.522 110.042.752.473 0,00% 0,00% 
2007 385.898.245.993 147.788.392.740 37,42% 34,30% 
2008 457.576.405.196 179.883.541.292 18,57% 21,72% 
2009 560.241.174.655 189.102.770.233 22,44% 5,13% 
Dengan melihat tabel 3.4 di atas, secara nominal sepanjang tahun 
2006-2009 realisasi penerimaan cukai dan PPN HT setiap tahunnya 
menunjukkan angka peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari 
perkembangan realisasinya penerimaan cukai hasil tembakau dalam kurun 
waktu 4 tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar 199,5% atau 
hampir mencapai 2 (dua) kali lipat, yaitu dari Rp280.808.521.522,- pada 
Tahun Anggaran 2006 menjadi Rp560.241.174.655,- pada Tahun 








172% atau hampir mencapai 2 (dua) kali lipat, yaitu dari 
Rp110.042.752.473,- pada Tahun Anggaran 2006 menjadi 
Rp189.102.770.233,- pada Tahun Anggaran 2009. Penerimaan atas PPN 
HT tidak memiliki target, hal ini berbeda dengan penerimaan cukainya 
dimana setiap tahun selalu ditetapkan target pencapaiannya. Tidak adanya 
target dalam penerimaan PPN atas hasil tembakau sehingga tidak 
diketahui kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dalam memungut 
PPN HT setiap tahunnya. 
Tabel 3.5 
Realisasi Penerimaan Cukai HT dan Cukai Non HT Terhadap Target 
Penerimaan Cukai Tahun 2009 







          
Januari 39.441.729.800 4.486.838.000 43.928.567.800 113,70% 
Februari 41.665.168.400 4.939.374.200 46.604.542.600 120,63% 
Maret 52.937.914.540 5.583.663.150 58.521.577.690 151,48% 
April 42.900.909.400 11.674.832.550 54.575.741.950 141,26% 
Mei 30.219.106.760 2.657.161.425 32.876.268.185 85,10% 
Juni 30.782.970.635 6.312.401.425 37.095.372.060 96,02% 
Juli 45.351.094.520 3.623.517.175 48.974.611.695 126,77% 
Agustus 42.475.614.000 6.640.199.850 49.115.813.850 127,13% 
September 48.696.110.000 1.349.394.000 50.045.504.000 114,01% 
Oktober 60.975.819.200 4.192.053.000 65.167.872.200 148,46% 
November 49.385.670.000 2.984.040.000 52.369.710.000 119,31% 
Desember 75.409.067.400 5.028.120.000 80.437.187.400 183,25% 
JUMLAH 560.241.174.655 59.471.594.775 619.712.769.430 117,65% 
* Target Penerimaan Cukai Tahun Anggaran 2009 
TARGET SATU BULAN SATU TAHUN 
SEMULA 38.634.088.333 463.609.060.000 








Pada awal tahun 2009 pemerintah telah menetapkan target 
penerimaan cukai berdasarkan surat Kakanwil DJBC Jateng dan DIY No. 
S-2274/WBC.09/2008 tanggal 12 Desember 2008. Penerimaan dari sektor 
cukai diharapkan dapat mencapai Rp463.609.060.000,-. Namun, pada 
bulan September, pemerintah kembali memperbaiki dan mengumumkan 
revisi target penerimaan cukai berdasarkan surat Kakanwil DJBC Jateng 
dan DIY No. S-1951/WBC.09/2009 tanggal 15 September 2009. 
penerimaan cukai ditargetkan naik Rp63.125.010.000 menjadi 
Rp526.734.070.000.  
Perbedaan proporsi yang sangat timpang antara penerimaan cukai 
HT dengan kedua objek cukai lainnya menjadikan pemerintah lebih 
memfokuskan kebijakan cukai terhadap kebijakan cukai HT. Kenaikan 
target cukai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara 
nominal meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Satu-satunya 
pembebanan yang memungkinkan untuk menutup pencapaian target cukai 
yaitu cukai HT. Pilihan pemerintah untuk lebih memfokuskan kebijakan 
cukai HT sebagai instrumen pencapaian target APBN setiap tahunnya 
terbukti berhasil. Berdasarkan tabel 3.5 di atas, sepanjang tahun 2009 
target yang dibebankan secara keseluruhan dapat tercapai. Kalaupun pada 
bulan Mei dan Juni target tidak tercapai, persentase kekuranggannya 
relatif tidak signifikan. Rata-rata pencapaian target penerimaan cukai 
mencapai 127,26% setiap bulannya. Pencapaian tertinggi terjadi pada 








Pencapaian target penerimaan yang sebesar-besarnya tidak 
dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut cukai dan pajak sebesar 
mungkin kepada pembayarnya, melainkan berusaha untuk 
mengoptimalkan jumlah subyek atau obyek yang dikenakan agar tidak ada 
yang terlewatkan. Ada beberapa faktor yang sangat berperan penting 
dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana pemungutan cukai dan 
pajak ke kas negara melalui SAC Sentralisasi, 
yaitu:http://bh4kt1.multiply.com/journal/compose - _ftn6 
a. Faktor Ekstern 
1) Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam 
Bidang Cukai dan Perpajakan 
Secara formal, cukai dan pajak harus dipungut berdasarkan 
undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan. 
Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-
undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh 
fiskus, maupun oleh pembayar. Timbulnya konflik mengenai 
interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan cukai dan pajak 
akan berakibat pada terhambatnya pembayaran itu sendiri. Di sisi 
lain, pembayar cukai dan pajak akan merasa bahwa sistem 
pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya 
sebagai pembayar. 








Kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif cukai sebagai upaya 
pengendalian konsumsi rokok berdampak pada pertumbuhan 
jumlah produksi yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena 
industri kecil kewalahan membayar hutang cukainya yang semakin 
besar sehingga memicu beredarnya rokok ilegal. Hal lain yang ikut 
mempengaruhi penerimaan dari sektor ini adalah issue yang 
berkembang di masyarakat. Misalnya berita yang beredar mengenai 
Fatwa Haram terhadap konsumsi rokok oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Jawa Timur yang menimbulkan keengganan 
masyarakat untuk membeli sehingga mengakibatkan berkurangnya 
konsumsi rokok dan tingkat produksi menurun. Hingga akhirnya 
berdampak terhadap penurunan jumlah pemerimaan negara dari 
sektor HT.  
3) Tingkat Intelektualitas Masyarakat 
Sistem cukai dan perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self 
Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada 
pembayar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. 
http://bh4kt1.multiply.com/journal/compose - _ftn8Dalam hal ini, 
pembayar mengisi dan menyampaikan sendiri Surat Setoran 
Pabean Cukai dan Pajak (SSCP). Nantinya, fiskus melakukan 
penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan 
tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar harus 








perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasinya. 
Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta 
masyarakat yang sadar dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada 
unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila 
memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, 
dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi. 
b. Faktor Intern 
1) Kualitas Fiskus (Petugas) 
Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Bila 
dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan, maka fiskus 
haruslah orang yang berkompenten di bidang ini, memiliki 
kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. 
2) Kondisi Teknis SAC 
Sistem pelayanan yang terintegrasi dapat mempermudah pengguna 
jasa guna melakukan pembayaran. SAC Sentralisasi ini sangat 
bergantung pada perangkat komputer yang terkoneksi jaringan 
internet untuk dapat melakukan perekaman hingga proses data 
transfering ke kantor pusat. Sehingga, setiap transaksi yang 
dilakukan oleh kantor pelayanan  dapat  dimonitor  secara  real  








3. Kendala- kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan SAC Sentralisasi serta 
Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapi Kendala Tersebut 
a. Kendala-kendala yang yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta 
1) Kurangnya Teknisi Komputer 
Saat ini salah satu masalah dalam pengembangan Teknologi 
Informasi (TI) DJBC adalah belum memiliki cukup banyak 
pegawai yang memahami TI sehingga efisiensi sumber daya TI 
DJBC harus ditingkatkan, termasuk SDM-nya. Pada kantor yang 
memiliki SDM TI, permasalahan aplikasi bisa segera 
dikonsultasikan ke pusat dan masalah bisa selesai hanya melalui 
telepon. Tetapi untuk kantor yang tidak memiliki SDM TI tidak 
bisa demikian, mereka pasti akan menunggu teknisi dari pusat 
datang untuk membenahi masalah yang timbul, meskipun kadang- 
kadang masalahnya sangat sederhana. 
2) Permasalahan Teknis pada Menu Sistem Aplikasi 
Berikut adalah beberapa contoh kendala yang masih terjadi 
di SAC Sentralisasi. Untuk menu NPPBKC, data perusahaan yang 
tampil pada CK-1 tidak berubah walaupun telah dilakukan 
registrasi ulang, browse nama pabrik rokok seluruh Indonesia 
belum ada di SAP sehingga harus browse melalui situs KP DJBC. 
Untuk menu Merk, hasil print out skep penetapan tarif cukai masih 








secara manual terlebih dahulu yang mengakibatkan waktu 
perekaman dan tanggal skep penetapan tarif cukai tidak sama. 
Untuk menu Skep Penundaan, setiap ada permohonan penundaan 
tidak dapat langsung direkam karena perbedaan jenis jaminan 
antara permohonan pengguna jasa dengan jaminan yang mungkin 
diijinkan digunakan oleh pengguna jasa. Untuk perusahaan yang 
mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran pembelian pita cukai 
dan telah mendapatkan skep penundaan yang baru dan sudah 
dimasukan dalam SAC sedangkan jaminan belum ada/ belum 
diterbitkan, maka pada pendok pembelian CK-1 kredit masih bisa 
dilayani tetapi di sistem perbendarahaan tidak dapat diterima 
(ditolak).  
Pada menu CK-1, untuk merk- merk hasil tembakau yang 
dari awal penerbitan skep HJE merk hingga melewati enam bulan 
tidak melakukan pengambilan pita cukai, aplikasi tidak secara 
otomatis mencabut merk tersebut. Dan, tidak ada pesan peringatan 
untuk pabrik yang memiliki utang cukai, biaya pengganti atau 
denda administrasi. Pada P3C, jika terjadi perubahan tarif, 
golongan, atau HJE mengakibatkan data untuk pengajuan P3C 
tidak valid. Kendala pada CK-2/CK-3, acuan nilai pembulatan 
angka pada CK-2 di aplikasi tidak sama dengan dokumen sumber 
CK-2 di KPPBC. Dan kendala pada CK-4, menu update belum bisa 








3) Human Error 
Kendala yang dominan terjadi adalah pegawai masih kurang 
cekatan dalam mengoperasikan SAC Sentralisasi pada perekaman 
data yang dilakukan, khususnya kesalahan pada perekaman 
pengambilan pita cukai dari CK-2/CK-3, kesalahan perekaman 
kompensasi PPN pada saat pelunasan CK-1, pada saat pengisian 
periode PPPC Pendok salah mengisikan periode PPPC, pada saat 
perekaman CK-4 merk yang dipilih bukan merk yang seharusnya 
dilaporkan, dan kesalahan perekaman nomor atau tanggal pada 
perekaman DPPC. 
b. Upaya yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi 
1) Perekrutan Teknisi Komputer 
Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala berkaitan 
dengan kurang tenaga ahli yang menangani masalah teknis pada 
PC maupun trouble dalam sistem aplikasi adalah dengan 
melakukan perekrutan teknisi komputer. Cara ini sedapat mungkin 
menghindari pemberian tugas rangkap kepada pegawai di KPPBC 
sehingga tugas inti dari pegawai tersebut dapat dilaksanakan 
dengan optimal. 
2) Sosialisasi dan Pelatihan 
Untuk meningkatkan kualitas SDM di KPPBC, antara lain 








umum, dan pelatihan penggunaan SAC Sentralisasi yang dilakukan 
sampai SDM di KPPBC tersebut dapat dengan lancar 
mengoperasikan SAC Sentralisasi. Sosialisasi juga diadakan bagi 
pengguna jasa/ pengusaha HT dengan tujuan untuk meningkatkan 
pemahaman tentang sistem pelayanan yang baru. 
3) Perbaikan, Penambahan dan Penyempurnaan Sistem 
Setelah satu tahun SAC Sentralisasi berjalan, adalah wajar 
terjadi jika sebuah sistem TI yang diimplementasikan mengalami 
masalah sampai satu atau dua tahun. Versi pertama selalu menjadi 
bahan uji coba yang pasti memerlukan perbaikan, penambahan dan 
penyempurnaan, baik karena programnya yang kurang sempurna, 
ataupun proses bisnis yang disesuaikan.  
Pengembangan ataupun perbaikan sistem pelayanan 
bukanlah menjadi tanggung jawab KPPBC melainkan tugas bagi 
DJBC. Namun demikian, Pihak DJBC hanya sebatas lebih banyak 
memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengembangkan sistem, 
sedangkan kendala pada isinya, atau apa saja yang dibutuhkan oleh 
sistem dalam rangka perbaikan sangat tergantung dari masukan- 
masukan yang diberikan oleh KPPBC selaku pelaksana pelayanan. 
Jika kerjasama antara DJBC dengan KPPBC tidak berjalan dengan 










Dari seluruh olah data yang penulis kemukakan, baik dalam bentuk 
uraian, penjelasan, tabel, gambar dan observasi, maka penelitian dengan judul           
”Evaluasi Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi Sebagai Upaya Optimalisasi 
Penerimaan Cukai dan PPN Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta” dapat ditarik 
kesimpulan: 
1. Penerapan SAC Sentralisasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
dalam kategori sangat baik. Penerapan sistem pelayanan modern telah 
dilaksanakan dengan konsisten. Penetapan standar pelayanan serta ukuran 
dan pengukuran kinerja untuk seluruh KPPBC digunakan supaya terjadi 
keseragaman (uniformity) dan keadilan (equity) dalam pelayanannya. Hal 
tersebut untuk menghindari double standard dalam administrasi cukai 
pengguna jasa dan internal Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
sendiri disebabkan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Modern secara 
bertahap.  
2. Penerimaan cukai dan PPN HT yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta merupakan penerimaan atas kegiatan yang dilakukan 
oleh industri-industri tembakau di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Dari 
aspek kontribusinya terhadap penerimaan dari ketiga objek cukai, 






penerimaan cukai HT, PPN atas hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta selalu menempati peringkat tertinggi bila dibandingkan 
dengan PPN non HT (PPN impor, PPnBM dan PPh pasal 22). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa ada perbedaan proporsi yang sangat timpang antara 
penerimaan cukai dan PPN HT dengan objek lainnya. 
3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan SAC Sentralisasi 
terhadap upaya optimalisasi penerimaan cukai dan PPN HT berasal dari 
ekstern dan intern KPPBC. Faktor ekstern antara lain: kejelasan dan 
kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang cukai dan 
perpajakan, kebijakan pemerintah, tingkat intelektualitas masyarakat. 
Sedangkan faktor intern yang turut berpengaruh adalah  kualitas fiskus 
(Petugas), dan kondisi teknis SAC. 
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SAC Sentralisasi di KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta meliputi masalah kurangnya teknisi 
komputer, permasalahan teknis pada menu sistem aplikasi, dan human 
error. Sedangkan upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala 
tersebut dapat dilakukan melalui perekrutan teknisi komputer, sosialisasi 







Penerapan sistem aplikasi cukai sentralisasi sebagai perwujudan 
program dan kegiatan reformasi bidang bea dan cukai jangka menengah 
berkaitan dengan modernisasi pelayanan cukai dan PPN HT hendaknya lebih 
mendapat perhatian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta sebagai penyelenggara atas pelayanan SAC 
Sentralisasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, adapun saran yang dapat 
penulis sampaikan kepada KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta adalah: 
1. Atas setiap kekurangan dan kelemahan penerapan SAC Sentralisasi pada 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sebagai pelaksana program dan 
kegiatan reformasi pelayanan hendaknya melakukan pembenahan dan 
perbaikan oleh pihak-pihak terkait, serta dukungan sarana dan prasana 
yang diperlukan dalam penyempurnaan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi 
sehingga reformasi pelayanan cukai mencapai hasil yang efektif dan 
efisien dari waktu ke waktu. 
2. Sebaiknya pemungutan PPN HT untuk tahun-tahun mendatang dibuat 
target sehingga penerimaannya dapat maksimal dan mempermudah untuk 
mengetahui kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dalam 
memungut PPN atas hasil tembakau. 
3. Sebagai sistem dan sarana, penerapan sistem pelayanan modern sangat 
tergantung pelaksanaanya, terutama bidang bea dan cukai yang sangat 
rentan akan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat perubahan 






integritas dan moral Pegawai dan dapat mendorong komitmen pengguna 
jasa dalam pemenuhan kewajibannya serta meningkatkan kepercayaan 
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